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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 

NOMOR 42 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG                                                         
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SAMPANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar 
harga satuan daerah dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar pedoman dalam perencanaan dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

                          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 
Kabupaten   Sampang Tahun Anggaran 2024;  
       

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2021 Nomor 246); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang       
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6401); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2021 Nomor 246); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019        
Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016        
Nomor 547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur 
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016        
Nomor 811); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020        
Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3      
Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 2);    

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3     
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 
Nomor 3);    

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 113). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

Pasal 1 
(1)  Dengan  Peraturan  Bupati  ini  ditetapkan   Standar  

Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang              
Tahun Anggaran 2024. 

(2)  Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ini terdiri dari :  
a. Lampiran I meliputi : 

1.  Satuan Biaya Honorarium; 
2.  Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau 

Pertemuan Luar Kantor; dan 
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4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. 
b. Lampiran II meliputi : 

1.  Satuan Biaya Honorarium Narasumber, 
Moderator dan Pembawa Acara Profesional; 

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 
3. Satuan Biaya Konsumsi; dan  
4. Satuan Biaya Pemeliharaan; 

(3) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada     
ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II dan bagian yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun Anggaran 2024 ini digunakan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024.  

(2) Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024, standar harga satuan 
daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 ini 
berfungsi sebagai: 
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah; 

b.  Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024, Standar Harga Satuan 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 ini 
berfungsi sebagai:  
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 
b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya 

tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan 
anggaran karena kondisi tertentu, termasuk karena 
adanya kenaikan harga pasar sepanjang dilandasi 
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, 
itikad baik, berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta tidak 
mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah; 

 
                                 Pasal 3 

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas 
luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar 
biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian 
negara/lembaga. 

 
Pasal 4 

(1)  Dalam   hal   terdapat   perubahan   harga   pasar   
dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan 
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Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1. 

(2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan   Bupati. 

 
Pasal 5 

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan 
untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
Ditetapkan di Sampang 
Pada tanggal : 3 Juli 2023 

 
       BUPATI SAMPANG, 

 
 

   ttd               
       H. SLAMET JUNAIDI 
 
 
 
 
Diundangkan  :  di Sampang 
Pada tanggal  :  3 Juli 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 
 

ttd 
 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19660711 198809 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 42 


